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Abstract: This study aims to analyze community involvement in 
development programs in the form of community empowerment. The 
method used in this study is an observation method that functions 
to find information in the field and is associated with the study of 
theory. While the data analysis technique is done descriptively or in a 
narrative. The results of the study found that the planning dimension 
explained that rational and responsible decision making was needed. 
In the implementation dimension it is explained that the paradigm 
must be integrated in all concepts of community empowerment. 
Dimension of supervision; The mentality of the apparatus and the 
mechanism for escorting the program must also be corrected. While 
the dimensions of community participation; All community members 
have the same rights. So that recommendations for each development 
must be supervised.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis keterlibatan 
masyarakat dalam program pembangunan dalam bentuk 
pemberdayaan masyarakat. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode observasi yang berfungsi untuk mencari 
informasi dilapangan dan dikaitkan dengan kajian teori. Sedangkan 
teknik analisis data dilakukan secara deskriptif atau sebuah narasi. 
Hasil Penelitian ditemukan bahwa dimensi perencanaan mejelaskan 
bahwa diperlukan pengambilan keputusan yang rasional dan 
bertanggungjawab. Pada dimensi implementasi dijelaskan bahwa 
paradigma harus terintegrasikan dalam segala konsep tentang 
pemberdayaan masyarakat. Dimensi pengawasan; Mental aparat dan 
mekanisme terhadap pengawalan program itu juga harus diperbaiki. 
Sedangkan dimensi partisipasi masyarakat; Semua anggota 
masyarakat memiliki hak yang sama. Sehingga direkomendasi setiap 
pembangunan harus terawasi.
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PENDAHULUANPembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kartasasmita (1997) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan.Menurut Tikson (2005) pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan, antara lain, dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke materialisme/sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional. Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (commuinity/group). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan dan diversifikasi.Adisasmita (2006) menyatakan bahwa partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan. Keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal yang merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat yang efektif dan efisien baik dari aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan/sarana, data, dan teknologi), dari aspek proses (pelaksanaan, monitoring dan pengawasan), dari aspek keluaran atau output(pencapaian sasaran efektif dan efisien). Berdasarkan definisi tersebut, Ndraha (1994) menyimpulkan terdapat tiga unsur penting dari partisipasi, yaitu 1) participation means mental and emotional involvement, 2) motivates persons to 
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contribute to the situation, dan 3) encourage people to accept responsibility ini activity. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat dikemukakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan dan atau keikutsertaan masyarakat secara sadar dalam proses pembangunan dalam rangka mencapai suatu kondisi yang lebih baik dari sebelumnya.Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu elemen yang krusial dan mutlak diperlukan dalam rangka pembangunan, terlebih jika dikaitkan dengan pergeseran paradigma pembangunan yang kini telah menempatkan manusia dan masyarakat sebagai sentral dalam pembangunan yang tidak hanya memandang masyarakat sebagai objek yang dibangun tetapi sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri (Mahyudin, 2015:81). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Conyers (1982) terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat menjadi sangat penting, yaitu 1) partisipasi masyarakat merupakan suatu alat ukur untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, dan kebutuhan masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, yaitu bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui perihal proyek tersebut. Ketiga, adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri.
METODEJenis penelitian ini adalah merupakan sebuah kajian teori tentang keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan dimana mengkaji tentang konsep desain perencanaan pembangunan, Implementasi, Pengawasan, Partisipasi Masyarakat dimana Strategi pembangunan Indonesia adalah peningkatan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan pemberdayaan masyarakat (people empowering). Selanjutnya pemberdayaan masyarakat serta partisipasinya dilihat sebagai persyaratan untuk mendukung proses demokratisasi. Karena semua anggota masyarakat memiliki hak yang sama untuk berperanserta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hidup dan penghidupannya. Selenjutnya teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan teknik analisis data dilakukan dengan secara kualitatif dekriptif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Keterlibatan Masyarakat Dalam Program PembangunanBeberapa dimensi yang berpengaruh terhadap keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan yaitu:
1. Dimensi perencanaan Pentingnya peranan perencanaan pembangunan menjadi bagian yang tidak terhindarkan, sebagai suatu kebutuhan untuk menyusun rancangan kebijakan, program, dan kegiatan yang akan secara konsisten menuju pada cita-cita yang disepakati. Fungsi perencanaan diperlukan untuk menjelaskan dan memberikan mekanisme pengambilan keputusan yang rasional dan 
56 | Jurnal Sosio Sains, Vol. 5, No. 1, April 2019bertanggungjawab atas berbagai alternatif dari kebijakan dan strategi pembangunan baik tingkat nasional, daerah, maupun tingkat desa yang lebih kecil.Perencanaan sektor-sektor publik memerlukan alternatif, didasarkan atas pertimbangan perbedaan nilai yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Perencana melibatkan masyarakat dalam proses politik untuk membela hak -hak dan kepentingannya serta pemerintah lokal demi melindungi masa depan pembangunan masyarakat. Perencana menyediakan dukungan professional dan memberikan pandangan kepada pemerintah mengenai bagaimana suatu daerah harus dibangun berdasarkan kebutuhan dan kondisi yang diinginkannya di masa mendatang (Mantysalo, 2005:4).Prinsip-prinsip mengembangkan program pembangunan yang bercita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yaitu:a) Pemberdayaan.b) Mengutamakan yang terabaikan.c) Masyarakat sebagai pelaku utama dan fasilitator.d) Saling belajar dan menghagari perbedaan.e) Mengoptimalkan hasil.f ) Orientasi praktis.g) Keberlajutan.h) Terbuka.Perencanaan pembangunan pada umumnya harus memiliki, mengetahui dan memperhitungkan beberapa unsur pokok, yaitu:a) Tujuan akhir yang dikehendaki,b) Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.c) Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut,d) Masalah-masalah yang dihadapi,e) Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya,f) Kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk melaksanakannya,g) Orang, organisasi, atau badan pelaksananyah) Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan-nya.Berdasarkan UU No. 17 Tahunn 2007, bahwa jangka waktu perencanaan dapat bersifat jangka panjang yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) per 20 tahun, jangka menengah yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) per 5 tahun, dan jangka pendek yang disebut Rencana Kerja Tahunan (RKT) per 1 tahun.Dilihat dari arus informasi, perencanaan dapat bersifat dari atas ke bawah (top down), dari bawah ke atas (bottom up), atau kedua-duanya. Dari segi ketetapan atau keluwesan proyeksi ke depannya, perencanaan dapat indikatif atau preskriptif. Berdasarkan sistem politiknya, perencanaan dapat bersifat alokatif, inovatif dan radikal, Friedman (1987). Sedangkan produk perencanaan dapat berbentuk rencana (plan), kebijaksanaan, peraturan, alokasi anggaran, program, atau proyek. Contoh keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembanguanan adalah pelaksanaan musrembang (musyawarah rencana pembangunan) dari tingkat desa sampai tingkat nasional. 
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2. Dimensi Implementasi Pemberdayaan masyarakat harus diskemakan dengan paradigma baru yakni “masyarakat kreatif”. Paradigma harus terintegrasikan dalam segala konsep tentang pemberdayaan masyarakat, dengan konteks pembangunan partisipatif, sehingga akan menimbulkan implikasi yang akan masuk ke dalam ranah pembangunan sebagai berikut:a. Implikasi terhadap politik makro 1) Harus ada regulasi tentang konsep pemberdayaan masyarakat yang jelas.2) Harus ada pengawalan regulasi yang mendukung program pembangunan.b. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan1) Perencanaan pembangunan harus didesain dengan konsep pemberdayaan masyarakat.2) Penganggaran pembangunan harus diimbangi dengan kinerja berbasis pemberdayaan masyarakat.3) Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan harus disertai dengan mekanisme pelibatan masyarakat.4) Untuk perencanaan dan penganggaran yang sifatnya fisik dan pemerintahan harus di sertai dengan mekanisme pengawasan pemerintahan yang jelas dan konsisten oleh multistakeholders (pemerintah, masyarakat, non-pemerintah),5) Untuk perencanaan dan penganggaran yang sifatnya ekonomi, sosial-budaya, harus disertai dengan mekanisme pelibatan masyarakat, konsep sustainabilitas, dan mekanisme pengawasan.c. Pembangunan kemandirian masyarakat dapat ditempuh dengan cara.1) Metode pemberdayaan adalah dengan pengorganisasian, edukasi, networking, dengan mengutamakan optimalisasi sumber daya lokal.2) Strategi pemberdayaan, dimulai dengan baseline data berbasis riset aksi partisipatoris, dilanjutkan dengan program edukasi. teknologi.3) Semua proses pembangunan kemandirian harus disertai dengan program peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat.4) Pemberdayaan yang baik adalah pemberdayaan yang sustainable (berkelanjutan).
3. Dimensi Pengawasan Menurut Andrinof, pemerintah dan masyarakat harus mengawasi langsung pelaksanaan program pembangunan apabila direalisasikan. Mental aparat dan mekanisme terhadap pengawalan program itu juga harus diperbaiki agar fungsinya benar-benar menyentuh kepentingan rakyat pada setiap pelaksanaan pembangunan.Untuk itu perlu dilakukan pengawasan sesuai dengan standar menurut peraturan yang berlaku. Menurut Williams (2001:273) pengawasan merupakan proses umum dari standar baku dalam mencapai tujuan organisasi, membandingkan pelaksanaan yang sebenarnya dengan standar-standar tersebut, kemudian apabila diperlukan, mengambil tindakan perbaikan untuk mengembalikan kinerja pada standar-standar tersebut. Dasar proses pengawasan terdiri atas:
58 | Jurnal Sosio Sains, Vol. 5, No. 1, April 2019a) Menentukan standar-standar pelaksanaan kegiatan.b) Membandingkan prestasi nyata dengan prestasi yang diinginkan.c) Mengambil tindakan perbaikan, jika diperlukan, untuk memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaan program.d) Melakukan proses dinamis.e) Melakukan pengawasan umpan balik.Proses pengawasan dimulai ketika penentuan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan, kemudian menentukan standar pelaksanaan yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan tersebut. Standar ini merupakan dasar perbandingan untuk mengukur tingkat pelaksanaan suatu kegiatan (standar waktu, standar biaya, standar kuantitas, standar kualitas dan standar nilai). Langkah proses pengawasan selanjutnya adalah membandingkan prastasi aktual dengan standar-standar prestasi. Membandingkan patokan (benchmarking) merupakan suatu proses yang menentukan seberapa baik pelaksana melakukan fungsi atau tugas-tugasnya. Kualiatas perbandingan tergantung pada sistem pengukuran dan sistem informasi yang digunakan. Semakin baik sistemnya, semakin mudah untuk melacak kemajuan dan mengindentifikasi masalah yang perlu diperbaiki Cohen (1977).Langkah selanjutnya dalam proses pengawasan adalah mengidentifikasikan penyimpangan prestasi, menganalisisnya, kemudian mengembangkan, dan melaksanakan program-program perbaikannya. Secara teratur, kegiatan yang sering mendapat perhatian, akan membuat para pelaksana mengikuti alur prestasi sesuai dengan standar-standar yang diinginkan.Pengawasan umpan balik merupakan mekanisme untuk mengumpulkan informasi tentang ketidaksempurnaan prestasi setelah kegiatan dilakukan. Informasi ini selanjutnya digunakan untuk memperbaiki atau mencegah ketidak-sempurnaan prestasi dari kegiatan berikutnya.
4. Dimensi Partisipasi Masyarakat Strategi pembangunan Indonesia adalah peningkatan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan pemberdayaan masyarakat (people empowering). Pembangunan desa bersifat multisektoral dalam arti pertama sebagai metode pembangunan masyarakat sebagai subyek pembangunan; kedua sebagai program dan ketiga sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik (Setyono, 2002:34). Berdasarkan catatan statistik diketahui bahwa hampir 80% penduduk di Indonesia bertempat tinggal dipedesaan. Dengan jumlah penduduk yang besar dan komponen alam yang potensial akan mendapakan asset pembangunan, 
apabila dikembangkan dan diaktifkan secara intensif dan efektif untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa (Basir, 2015:12).Kebijakan pembangunan secara bottom up yang pada hakekatnya menjadi tidak lain dari suatu upaya politik developmentalism, yang penyelenggaraannya ditekankan pada dua aspek yaitu pertama, menciptakan ruang atau peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya; kedua, mengupayakan pemberdayaan masyarakat agar mampu memanfaatkan ruang/peluang yang tercipta (A.Gany, 2001:5).
Dimensi Keterlibatan Masyarakat ... (Askar) | 59Studi empiris banyak menunjukkan kegagalan pembangunan atau pembangunan tidak memenuhi sasaran karena kurangnya partisipasi (politik) masyarakat, bahkan banyak kasus menunjukkan rakyat menetang upaya pembangunan. Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa hal: (1) Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil orang dan tidak menguntungkan rakyat banyak bahkan dirasakan merugikan. (2) Pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud tersebut. (3) Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat memahaminya, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman tersebut. (4) Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi rakyat tidak diikutsertakan.Pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui 3 tahapan: (a) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, (b) Memperkuat potensi, sumberdaya, atau energy. c). Melindungi masyarakat dalam proses pemberdayaan untuk mencegah yang lemah menjadi bertambah lemah (Usman,2003:20). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus sudah dimulai sejak saat perencanaan kemudian pelaksanaan, pengawasan dan seterusnya pemeliharaan. Partisipasi masyarakat merupakan ciri khas modernisasi dalam pembangunan, dapat dilihat dari; pertama, partisipasi aktif masyarakat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan; kedua, keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan.
Dalam konsep desain pembangunan, partisipasi dilihat sebagai persyaratan untuk mendukung proses demokratisasi. Semua anggota masyarakat memiliki hak yang sama untuk berperanserta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hidup dan penghidupannya. Partisipasi menjanjikan suatu proses yang bersifat kolaboratif dimana seluruh lapisan masyarakat dapat merumuskan tujuan bersama (common goals), terlibat di dalam pengambilan keputusan kolektif, menciptakan ruang, dimana ruang ini merupakan tempat untuk mengekspresikan keinginan mereka bersama Korten (1981).Mendorong partsipasi masyarakat kedalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pemerintah, memang membutuhkan pertimbangan yang matang. Bukan saja dari segi biaya yang harus dan akan dikeluarkan tetapi juga apakah efisien dan efektif bila program itu dikerjakan bersama-sama dengan masyarakat. Setidaknya pernyataan ini memandang bahwa belum tentu semua progam akan efektif bila dikerjakan bersama masyarakat. Namun setidaknya ada 3 hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam mendukung program pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu (1) melalui pemberian informasi, (2) menyediakan dukungan politik, dan (3) menyumbangkan sumber daya. Beberapa jenis partisipasi yang setidaknya bisa dijadikan contoh adalah partisipasi yang dibangun oleh Louis dan Coralie (Taliang; 2012). Partispasi tersebut dibagi kedalam 3 bentuk yaitu partsipasi horizontal, partisipasi vertikal dan partisipasi dalam proses administratif dan politis. (1) Partsipasi vertikal adalah partisipasi yang mencakup segala kesempatan ketika anggota masyarakat mengembangkan hubungan tertentu dengan kelompk elit dan 
60 | Jurnal Sosio Sains, Vol. 5, No. 1, April 2019pejabat, dan hubungan itu bermanfaat bagi kedua belah pihak. (2) Partisipasi horizontal adalah partisipasi yang melibatkan pihak-pihak secara kolektif dalam upaya mempengaruhi keputusan-keputusan kebijakan. (3) Partisipasi dalam proses administratif dan politis merupakan kegiatan kelompok kepentingan untuk mengolah keputusan administratif, atau pertukaran (exc 
hange) tertentu antara pemerintah dan masyarakat.
SIMPULANMendasari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dimensi yang berpengaruh terhadap keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan yaitu:1) Dimensi perencanaan,2) Dimensi implementasi,3) Dimensi pengawasan, dan4) Dimensi partisipasi masyarakat. 
SARANSaran untuk kedepan agar semua dimensi diperhatikan karena dengan memperhatikan tiap-tiap dimensi tersebut seperti perencanaan, implementasi sampai pada dimensi partisipasi masyarakat. Dimana mekanisme tersebut dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang rasional dan bertanggungjawab Serta mendorong partsipasi masyarakat kedalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pemerintah. Selain itu, memang membutuhkan pertimbangan yang matang. Bukan saja dari segi biaya yang harus dan akan dikeluarkan tetapi juga apakah efisien dan efektif bila program itu dikerjakan bersama-sama dengan masyarakat.
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